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BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 89 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,
bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah
satu unsur perubahan dalam reformasi birokrasi guna
mewujudkan Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat
ukuran, dan tepat proses, diperlukan pedoman penyusunan
peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Bantul;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3881);



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5149);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan
Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 250);



Menetapkan :

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10
Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan
Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1033);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran
Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun
2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018
Nomor 2).

Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 tahun 2019 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2019 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA
PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

No g ks b

11

13.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang
efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai
tambah bagi pemangku kepentingan.

Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan inputuntuk suatu proses.

Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.

Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.

Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.

Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah
Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan
kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

.Bupati adalah Bupati Bantul.
12.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan peta proses bisnis

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan BUMD.



Pasal 3

Penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah bertujuan :

a.

mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar sehingga
menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan BUMD serta menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi
Pemerintah Daerah, BUMD dan masyarakat; dan
mewujudkan keselarasan dalam penggunaan data dan informasi dalam penerapan

Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten

Bantul meliputi:

a.

b.

(1)

(1)

(2)

proses bisnis umum; dan

proses bisnis sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II
PROSES BISNIS UMUM DAN PROSES BISNIS SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu

Proses Bisnis Umum

Pasal 5
Penyusunan Proses Bisnis Umum merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah
dan BUMD untuk mencapai tujuan pendirian organisasi dan menghasilkan
keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
Penyusunan Proses Bisnis Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6
Perangkat Daerah dan BUMD menyusun Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah.
Penyusunan peta Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah mengedepankan
inovasi dan integrasi Proses Bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah.



Pasal 7
Pedoman penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 September 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 89

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN\PEMERINTAHAN
ZAnD. PET WEPALA BAGIAN HUKUM

7 NIP/..IQ, B802081992031007



